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TENTANG

PEIVDELEGASIAI{ KtsWENANGAIT PELAKSAI{AAN IZIN USAHA MIKRO DAI'I
KECIL (ruMKl KEPADA CAMAT DI I(ABUpAtEt{ PIDIE

Menimbang : a.

BISMILLAHIRRAHMAITIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG ITIAIIA NUASA

BUPATI PIDIE,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Presiden Nomor 98 Tahun zAffi tentang Perizinan Untuk
Usaha Mikro dan Kecil;

bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di
Kabupaten Pidie perlu melakukan pemberdayaan terhadap
pelaku usaha mikro dan kecil;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Pidie tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan
Izin Usaha Mikro dan Kecil kepada Camat di Kabupaten Pidie;

Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1O92);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun L999 tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L999 Nomor 172,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

Undang-Undang Nomor 11 ?ahun 20A6 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor affi3);
Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,
Kecil dan Menegah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a866);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2074 tentang Perdagangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AM Nomor 45,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2AlL tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara ,
Republik Indonesia Nomor 523a); /
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Mengingat : 1.
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c.

2.

3.

4.

5.
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7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AL4
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang
Perubahan kedua atas Undang*Undang Nomor 23 Tahun 2O14
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OL4 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Usaha Mikro Kecil dan Menegah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5512);

1O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83
Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian lzin Usaha Mikro
dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Aru
Nomor 18ta);

MDMUTUSI(AIY:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN
KTIIIENANGAN PELAKSAIIAAN IZIil USAHA MIKRO DAIT KECIL
(IUMK} KEPADA CAMAT DI I{ABUPATEN PIDIE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie.

3. Bupati adalah Bupati Pidie.

4. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan
dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria
usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 2A Tahun 2OO8 tentang Usaha Mikro Kecil dan
Menengah.

5. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri
sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan
usaha yang buka cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai,
atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung
dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi
kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah. y'.
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6. lzin Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat
dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau
pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha
mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.

BAB II
RUAI{G LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi
pemberian IUMK bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK).

BAB III
PEISDELEGASIAil KEUIEITANGAN

Pasal 3

Bupati mendelegasikan kewenangannya kepada Camat sebagai
Pelaksana IUMK.

BAB TV
PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : E April - 2016 M

ToJumadil Akhir 1437 H

Diundangkan di : Sigli
Pada tanggal : t April 2016 M

?o Jumadil Akhir 1437 H
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